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BABII

TINJAUAN UMUM MUI, NU DAN METODE ISTINBAT HUKUM, SERTA
KONSEP DENDA DALAM ISLAM

A. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
1. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUTI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang
menghimpun para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk
menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam
mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7
Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta, sebagai
hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zi’ama
yang datang dari berbagai penjuru tanah air.!

Majelis Ulama Indonesia dapat disingkat MUI adalah Majelis
Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusat di
Masjid Istiglal merupakan wadah dari berbagai unsur atau organisasi-
organisasi Islam yang ada di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia
mempunyai peranan yang sangat penting dalam soal keagamaan, sosial
budaya dan sosial politik, sesuai sifat dan tanggung jawab yang dipikulnya.

Gambaran ini terlihat bahwa Majelis Ulama Indonesia yang didirikan Tahun

! Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Majelis Ulama
Indonesia, 2010), Edisi Ketiga, V.
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1975, adalah sebuah institusi yang menurut pedoman dasarnya, antara lain
berfungsi memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan
kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam pada umumnya, sebagai
Amar ma’ruf nahi mun’kar dalam usaha meningkatkan ketahanan Nasional.?

Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan suatu produk
hukum, telah melakukan kajian hukum secara mendalam dengan
mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki, untuk memperoleh
rumusan-rumusan hukum sesuai dengan kehendak shar’i, dengan senantiasa
mengkaji dalil-dalil yang terungkap dalam Al-quran dan as-Sunnah.

MUI meliputi 26 (dua puluh enam) orang ulama yang mewakili 26
(dua puluh enam) Propinsi di Indonesia, 10 (sepuluh) orang ulama yang
merupakan unsur dari Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam tingkat pusat,
yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, A/-Wasliyah, Mat’laul
Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan A/-Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas
Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan
yang merupakan tokoh perorangan.’

Berdasarkan musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan
untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu’ama dan

cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI”,

? Muhaimin, Kawasan dan Wawasan Studi Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 198.
* Http://www.mui.or.id,ProfilMULhtml. Di akses pada tanggal 31 Desember 2015.
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yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut

Musyawarah Nasional Ulama | (satu).

Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta
mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniah
serta jasmaniah yang diridhai Allah swt dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia
tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di
mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik
kelompok dan kurang peduli tentang masalah kesejahteraan rohani umat.”

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama
Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan
muslim berusaha untuk:

a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia
dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang
diridhai Allah swt.

b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan
kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan

kegiatan bagi terwujudnya ukhuwwah Islamiyyah dan kerukunan antar

* Ibid.
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umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa
serta.

c. Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penterjemah
timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan
pembangunan nasional.

d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam
dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan
kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan
konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Selain itu, sewajarnya MUI juga meningkatkan kegiatan bagi
terwujudnya ukhuwwah Islamiyyah dan kerukunan antar umat beragama
dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi
penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal
balik antara umat dan pemerintah dan penerjemah timbal balik antara umat
dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan
hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan
muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakatat

khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara

timbal balik.’

> Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, . . . , 2.
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Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia (MUI)
dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu :°
1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi ( Warathatul Anbiya)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-
tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan
terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana
berdasarkan Islam. Sebagai ahli waris tugas-tugas para nabi, Majelis
Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian yakni memperjuangkan
perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan
konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena
perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan
peradaban manusia.

2) Sebagai pemberi fatwa (Mufti)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi
umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga
pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan
menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran

paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

® Http://www.mui.or.id,ProfilMULhtml. Diakses pada tanggal 31 Desember 2015.
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3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al-ummah)
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat, yaitu
melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan
tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa
berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak
langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis
Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan
memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan
pemerintah.
4) Sebagai gerakan Islah wa al-Tajdid
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai tentang
perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan
pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat
menempuh jalan al-jam’u wa al-taufig (kompromi dan persesuaian) dan
tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan
tetap terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwwah) di kalangan umat
Islam Indonesia dan berperan sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan
pembaruan pemikiran Islam.
5) Sebagai penegak amar ma’rufdan nahi munkar
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan

amar ma’ruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai
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kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan
istigamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan
wadah berhidmatan bagi pejuang dakwah yang senantiasa berusaha
merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi
yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa
yang berkualitas.
2. Visi dan Misi MUI
Majelis Ulama Indonesia dalam menjalankan tugasnya, mempunyai
visi dan misi sebagai berikut :’
a. Visi MUI
Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan
dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah Swt
menuju masyarakat berkualitas demi terwujudnya kejayaan Islam dan
kaum muslimin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam.
b. Misi MUI
1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif
dengan menjadikan ulama sebagai panutan, sehingga mampu
mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan

memupuk agidah Islamiyyah, serta menjalankan syariah Islamiyyabh;

7 Http://www.mui.or.id,ProfilMULhtml. Di akses pada tanggal 31 Desember 2015.
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2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi munkar dalam
mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat
berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan;

3) Mengembangkan ukhuwwah Islamiyyah dan kebersamaan dalam
mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Metode Istinbat Hukum MUI
Pada dasarnya metode istinbat hukum MUI didasarkan pada 5 sumber
hukum:®
a. Al-quran
Dalam menetapkan suatu permasalahan hukum Majelis Ulama
Indonesia (MUI) mengambil dasar hukum utama melalui Kitabullah yaitu
Al-quran. Al-quran merupakan nama kitab suci yang diturunkan Allah
kepada Nabi Muhammad saw.’
b. Sunnah (hadith)
Penetapan suatu permasalahan hukum selain mengambil dasar
dari kitabullah juga mengacu pada sunnah Rasul. Sunnah menurut para
ahli figh adalah segala yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad saw.

Baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau sifatnya

¥ Fatwa Majelis Ulama Indonesia , No. U-596/MUI/X/1997, Pasal 2.
° Nasrun Haroen, Ushul Figh, (Jakarta: Logos, 1996), 20.
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sebagai manusia biasa serta akhlaknya baik sebelum maupun setelah
diangkat menjadi rasul."
c. ljma’

Secara etimologi, ijma’ berarti kesepakatan atau konsensus,
sedangkan pengertian secara etimologi 7ima’ adalah ketetapan hati untuk
melakukan sesuatu.'' Dalam menetapkan suatu hukum MUI jika hukum
yang dikaji secara rinci tidak terdapat dalam Al-quran dan Sunnah, maka
dilakukan jjma’.

Jumhur ulama usu/ figh mengemukakan bahwa rukun jjma’ itu
ada lima yaitu:'?

1) Yang terlibat dalam pembahasan hukum shara’melalui jjma’ tersebut
adalah seluruh mujtahid. Apabila ada di antara mujtahid yang tidak
setuju, sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkan itu
tidak dinamakan jjma’.

2) Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh
mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia.

3) Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid

mengemukakan pendapatnya.

1 Ibid., 38.
" Ibid., 53.
2 1bid.
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4) Hukum yang disepakati itu adalah hukum shara’yang bersifat aktual
dan tidak ada hukumnya secara rinci di dalam Al-quran.
5) Sandaran hukum Islam tersebut haruslah Al-quran dan atau hadith
Rasulullah saw.
Qiyas
Definisi yang dikemukakan oleh Saifuddin al-Amidi adalah
mempersamakan i//at yang ada pada furu’ dengan il/at yang ada pada asal
yang diistinbat-kan dari hukum asal. Proses penetapan hukum melalui
metode giyas bukanlah menetapkan hukum dari awal melainkan hanya
menyingkapkan dan menjelaskan hukum yang ada pada suatu kasus yang
belum jelas hukumnya."
Para ulama usul figh menetapkan bahwa rukun giyas ada 4
antara lain :
a. Asl/ adalah objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat Al-quran
hadith Rasulullah saw, atau 7jma’.
b. Far’u adalah objek yang akan ditentukan hukumnya, yang tidak ada
nas atau jjma’ yang tegas dalam menentukan hukumnya.

c. [llat adalah sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum.

B Ibid., 62.
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d. Hukum as/ adalah hukum shara’ yang ditentukan oleh nas atau
jma’ "
e. Serta dalil-dalil yang Mu’tabar
a. Istihsan
Istihsan secara etimologi adalah menyatakan dan menyakini
baiknya sesuatu. Menurut Imam al-Bazdawi dalam kasus-kasus
tertentu metode giyas sulit untuk diterapkan karena i//at yang ada
pada giyas lemah. Oleh sebab itu, perlu dicarikan metode lain yang
mengandung motivasi hukum yang lebih kuat, sehingga hukum yang
diterapkan pada kasus tersebut lebih tepat dan sejalan dengan tujuan-
tujuan shara’"
Ada empat bentuk istihsan yaitu :'°
1) Meninggalkan al-giyas al-jaliy dan mengambil a/-giyas al-khatiy
karena ada indikasi yang menguatkannya.
2) Meninggalkan giyas karena mengikuti pendapat sahabat.
3) Meninggalkan giyas karena ada hadith yang lebih tepat; dan

4) Meninggalkan giyas karena adat kebiasaan menghendakinya.

" Ibid., 64.
¥ Ibid., 103.
' Ibid., 105.
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b. Masalih Mursalah

Secara etimologi maslahah adalah manfaat, baik dari segi
lafal maupun makna. Menurut Imam Ghazali mengemukakan bahwa
pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak
kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara’. Tujuan
shara’yang harus dipelihara tersebut ada 5 yaitu : '/

1) Memelihara agama.

2) Memelihara jiwa.

3) Memelihara akal.

4) Memelihara keturunan dan harta.
Saddu Al-dhari’ah

Secara etimologi dhari’ah berarti jalan yang menuju kepada
sesuatu. Imam al-Syatibi mendefinisikan dhari’ah adalah melakukan
sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk
menuju kepada suatu kemafsadatan. Maksudnya seseorang melakukan
suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada
kemufsadatan atau kemudharatan.'®

Imam al-Syatibi juga mengemukakan tiga syarat yang harus

dipenuhi, sehingga perbuatan itu dilarang, yaitu:"’

7 Ibid., 114.
¥ Ibid., 161.
¥ Ibid., 162.
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1) Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada
kemafsadatan.

2) Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan.

3) Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan  unsur

kemafsadatannya lebih banyak.

C. Nahdlatul Ulama (NU)
1. Profil Nahdhatul Ulama (NU)

Nahdhatul Ulama secara etimologis mempunyai arti “Kebangkitan
Ulama” atau “Bangkitnya Para Ulama”, sebuah organisasi yang didirikan
sebagai tempat berhimpun seluruh Ulama dan umat Islam. Sedangkan
menurut istilah Nahdhatul Ulama adalah jami’iyyah diniyah yang berhaluan
Ahlu as-Sunnah wa al-Jama’ah yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H atau
bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 M.

Nahdhatul Ulama sebagai reprensentatif dari ulama tradisional,
dengan haluan ideologi Ahlu as-Sunnah wa al-Jama’ah tokoh-tokoh yang
ikut berperan diantaranya K. H. Hasyim Asy’ari, K.H. Wahab Hasbullah
dan para ulama pada masa itu pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang
luas, ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling

mempunyai hubungan yang sangat kuat. Perayaan pesta seperti haul

?° Http://www.nujatim.or.id.html diakses pada tanggal 31 Desember 2015.
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wafatnya seorang kyai, secara berkala mengumpulkan para kiai, masyarakat
sekitar ataupun para murid pesantren mereka yang kini tersebar luas diseluruh
nusantara.”'
Seperti yang dikutip oleh Marijan dari K. H. Mustofa Bisri ada tiga
substansi dalam berdirinya NU, yaitu: >
a. Dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari
empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali), yang dalam
praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Syafi’i.
b. Dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-
Asy’ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi.
c. Dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al-
Junaidi.
Tujuan Didirikan NU
Dalam keputusan Muktamar di Donohudan, Boyolali (2004)
disebutkan :**
Tujuan NU didirikan adalah berlakunya ajaran Islam yang
menganut paham Ahlu as-Sunnah wa al-Jama’ah dan menurut salah satu dari

madzhab empat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan

berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

bid.

2 Busyairi Harits, Is/am NU, (Khalista: Surabaya, 2010), 58.
2 Http://nuboyolali.keputusanmuktamar.html diakses pada tanggal 30 Desember 2015.
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Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana di atas, maka NU

melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:**

a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang

menganut paham Ahlu as-Sunnah wa al-Jama’ah dan menurut salah satu
madzhab empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah

Islamiyyah dan amar ma’ruf nahi munkar.

. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, mengupayakan

terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta
pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk
membina umat agar menjadi Muslim yang bertagwa, berbudi luhur,
berpengetahuan luas dan terampil serta berguna bagi agama bangsa dan

negara.

. Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin

bagi rakyat Indonesia.

. Di bidang ekonomi mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi

untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil
pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya

ekonomi kerakyatan.

. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakan

banyak guna terwujudnya Khaira Ummah.>

2 Ibid.
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3. Visi dan Misi NU
Berdasarkan hasil keputusan Muktamar Donohudan, Boyolali (2004)
disebutkan:*®
a. Visi NU adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ah/u as-

Sunnah wa al-Jama’ah dan menurut salah satu dari Madzhab Empat untuk

terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi

kemaslahatan dan kesejahteraan umat.
b. Misi NU adalah dengan melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

1) Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang
menganut paham Ahlu as-Sunnah wa al-Jama’ah dan menurut salah
satu dari Madzhab Empat dalam masyarakat dengan melaksanakan
dakwah Islamiyyah dan amar ma’ruf nahi munkar.

2) Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, mengupayakan
terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta
pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk
membina umat agar menjadi muslim yang bertaqwa, berbudi luhur,
berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa

dan negara.

% Http://www.nubovyolali.keputusanmuktamarnuboyolali.html diakses pada tanggal 30 Desember
2015.
?® Http://www.nujatim.or.id.html diakses pada tanggal 31 Desember 2015.
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3) Di bidang sosial, mengupayakan tertwujudnya kesejahteraan lahir dan
batin bagi rakyat Indonesia.

4) Di bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan
ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-
hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan
berkembangnya ekonomi kerakyatan.

5) Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat
banyak guna terwujudnya Khairu Ummah (umat yang berkualitas
terbaik).

4. Bahthul Masail
Bahthul Masail secara harfiah berarti pembahasan berbagai masalah
yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan masalah-masalah
keagamaan terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah figh.*’
NU dalam struktur organisasinya memiliki suatu Lembaga Bahthul
Masail (LBM). Sesuai dengan namanya, Bahthul Masail, yang berarti
pengkajian tentang masalah-masalah agama, LBM berfungsi sebagai forum
pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan.®
Tugas LBM adalah menghimpun, membahas dan memecahkan

masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum.Oleh karena itu lembaga

ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum diskusi

*7 Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, Antologi NU, (Surabaya: Khalista, 2008), 35.
28 .
Ibid., 36.
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alim ulama (Shuri’ah) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang
keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga NU
dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham A#hlu as-Sunnah Wa al-

Jama’ah”’

D. Metode Istinbat Bahthul Masail NU
Cara yang digunakan ulama dan intelektual NU untuk menggali dan
menetapkan suatu keputusan hukum figh dalam Lajnah Bahthul Masail. Lajnah
Bahthul Masail merupakan forum ilmiah keagamaan tertinggi bagi warga NU.
Oleh karena itu, peninjauan ulang terkait dengan hal-hal yang telah dijalankan
dan dihasilkannya menjadi suatu keniscayaan, sebab selain secara horizontal
hasil keputusannya akan diikuti dan dijadikan pedoman oleh warga Nahdliyyin,
secara vertikal juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt.
Ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di Lajnah
Bahthul Masail yaitu:®'
1. Qauly yang berarti pendapat, yaitu sebuah cara penetapan hukum dengan
cara merujuk pada kutub mu’tabarah dari para Imam Madzhab. Dalam Munas
Alim Ulama NU Tahun 1983 di Situbondo dijelaskan bahwa maksud kitab

mu’tabar adalah kitab-kitab yang mengacu pada madzhab empat.

29 1y
Ibid.
% Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 145.
31 T4
Ibid., 158.



39

2. [lhagi yang berarti analogi, apabila metode gauly tidak dapat dilaksanakan
karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab muw’fabar, maka yang
dilakukan adalah 7i/hagi yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang
belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya). Berbeda dengan
giyvas yang menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapan
hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan
Al-quran dan Sunnah, 7//hagi didefinisikan proses analogi hukum sesuatu yang
belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya
berdasarkan pendapat para Imam Madzhab.

3. Manhaji yang berarti metodologis, adalah menetapkan hukum dengan
mengambil 7//ah berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum
tersebut. Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah
keagamaan yang ditempuh dalam Bahthul Masail dengan mengikuti jalan
pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam
madzhab. Jawaban tentang permasalahan yang dikaji dalam Bahthul Masail
yang tidak mencantumkan dalil-dalil suatu kitab ataupun memberikan suatu
argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujukan kepada teks suatu kitab
mu’tabar maka, dilakukan metode manhaji dengan mendasarkan jawaban
mula-mula pada Al-quran dan Hadith, sampai jawaban dari kaidah figh. Pada
awalnya metode ini banyak mendapat penentangan, berkat usaha-usaha

seperti pengadaan halagah Denanyar dan diskusi-diskusi yang diadakan di
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Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). akhirnya keputusan
penggunaan manhaj yang ketiga ini baru ditetapkan pada Munas Alim
Ulama’ di Bandar Lampung pada Tahun 1992. Usaha-usaha ini hingga
sekarang masih digalakkan dengan cukup intens oleh tokoh NU, K. H. Sahal

Mahfudz, baik secara teori maupun praktik. **

E. Konsep Denda dalam Islam
1. Pengertian

Kata al-ta’wid berasal dari kata iwada (_>ss) yang artinya ganti atau

konpensasi. Sedangkan al-ta’wid sendiri secara bahasa berarti mengganti

(rugi) atau membayar kompensasi.>> Adapun menurut istilah adalah menutup

kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.** Ketentuan umum

yang berlaku pada ganti rugi atau za ’'wid dapat berupa:

a. Menutup kerugian dalam bentuk benda (bahaya) seperti: memperbaiki
dinding.

b. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula

selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan

32 1.
Ibid. 160.

** Atabik dan Ahmad, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum,
2002), 194.

** Wahbah al- Zuhaili, Nazariyah al-Dhaman, (Damasyiq: Dar al-Fikr, t.t), 87.



41

menjadi utuh kembali. Apabila hal tersulit dilakukan, maka wajib

menggantinya dengan yang sama (sejenis) atau dengan uang.3 >
Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang
belum pasti di masa yang akan datang atau kerugian immaterial, maka
menurut ketentuan hukum figh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan
ganti rugi). Hal ini karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret

serta berharga (diijinkan syariat untuk memanfaatkannya.*°
2. Dasar Hukum ta’wid

Dasar hukum yang menjelaskan mengenai ganti rugi atau denda, yaitu

firman Allah swt :

do
2
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Artinya:

279. “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa r7ba),
maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika
kamu bertaubat (dari pengambilan r7ba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu
tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 280. Dan jika (orang yang
berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia
berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih

baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*’

** Ibid., 93.
*° Ibid., 96.
*” Departemen Agama R 1, Al-quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Syamil Quran, 2009), 46.
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Ayat di atas mengingatkan bahwa semua bentuk kegiatan yang
berhubungan dengan harta, dan terdapat penambahan harta apapun di luar
pokok yang harus dibayarkan termasuk mengenai denda, maka hal itu
termasuk bentuk-bentuk riba. kemudian ayat tersebut juga memerintahkan
agar umat manusia meninggalkan r7ba. Dan memberikan penangguhan

hutang kepada orang yang berada dalam kesukaran.



